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PAJAK KENDARAAN BERMOTOR |,

Rp84,57M

Tak Jelas

PALU, MERCUSUAR- Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) menemukan sebanyak 87.926 kendaraan
bermotor di Sulteng yang belum membayar pajak
kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama

- .kendaraan bermotor (BBNKB) dengan nilai total
Rp83,25 miliar. Selain itu, penerimaan PKB dan
BBNKB senilai Rp1,32 miliar tidak disetorkan.
Sehingga, total pajak kendaraan bermotor yang tak

* jelas alias kabur sekira Rp84,57 M.

Temuan tersebut berdasarkan
laporan hasil pemeriksaan (LHP)
BPK RI Perwakilan Sulteng atas
PKB dan BBNKB tahun ang-
garan 2012 dan semester |
2013 dilingkungan Pemerintah
Provinsi Sulténg, yang diserah-
kan kepada Gubernur Sulteng
Longki Djanggola, Senin
(28/10/2013).

Kepala BPK Perwakilan
Sulteng Moh. Bayu Sabartha
mengemukakan bahwa ada
potensi PKB dari 87,926 unit
ranmor dengan nilai minimal
Rp83,25 miliar belum terpungut.

Selain itu, penerimaan PKB
dan BBNKB 53 unit kendaraan
bermotor roda empat senilai
Rp1,32 miliar tidak disetorkan
ke kas daerah.

Moh Bayu Sabartha juga men-
gemukakan bahwa beberapa
kelemahan yang ditemukan se-
lama pemeriksaan adalah PKB
dan BBNKB yang seharusnya
menjadi bagian Pemprov, belum
semuanyaditerima secara tepat
jumlah dan tepat waktu.

Karenaitu, ia berharap kepada
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KEPALA BPK Perwakilan Sulteng Moh. Bayu Sabartha menyerahkan LHP atas PKB dan BBNKB tahun anggaran
2012 dan semester | 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulteng kepada Gubemur Sulteng Longki Djanggola,

Senin (28/10/2013). Penyerahan tersebut sekaligus penandatangan berita acara serah terima. FOTO: HUMAS BPK R
PERWAKILAN SULTENG .
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"+ Gubernur Sulteng untuk menindak-
lanjuti rekomendasi-rekomendasi
BPK dalam LHP yang telah diserah-
kan dalam tempo 60 hari ke depan
agar penerimaan daerah bisa lebih
optimal.

Pemprov Sulteng merealisasi pene-
rimaan PKB dan BBNKB pada tahun
. anggaran 2012 sebesar Rp375,11
miliar sedangkan realisasi pada
Semester I 2013 sebesar Rp194,25
miliar. "Kendaraan-kendaraan itu
sebenarnya sudah jatuh tempo
membayar PKB dan BBNKB namun
belum terealiasi pembayarannya saat
BPK melakukan pemeriksaan untuk
tahun anggaran 2012 dan Semester
12013," kata Humas BPK Perwakilan
Sulawesi Tengah Ronny Setyo kepada

Antara Paluy, Senin (28/10/2013).

Penjelasan itu diberikan Rony ter-
kaitlaporan hasil pemeriksaan (LHP)
BPK Perwakilan Sulteng atas PKB
dan BBNKB tahun anggaran 2012
dan semester I 2013 di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulteng.

Pada acara penyerahan LHP yang
dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulteng
Syafrun Abdullah, Kepala Dinas
Pendapatan Sulteng dan Kepala
Inspektorat Provinsi Sulteng itu.

Ronny Setyo menjelaskan, nilai
PKB dan BBNKB yang belum terbayar
senilai Rp83,25 miliar itu adalah nilai
minimal, belum termasuk denda.

"Ini temuan saat BPK melakukan
pemeriksaan untuk tujuan khusus
atas PKB dan BBNKB tahun 2012

dan Semester I (Januari-Juni). Soal
apakah sudah ada yang terealisasi
pembayarannya saat.ini, entahlah,”
ujar Rony.

Sementara itu, Gubernur Sulteng
Longki Djanggola mengemukakan
bahwa tidak-ada pelanggaran hukum
soal belum diterimanya PKB dan
BBNKB Rp83,25 miliar tersebut. Itu
terjadi karena kinerja Samsat belum
optimal dalam menangani potensi-
potensi pendapatan.

Karena itu, Gubernur telah memin-
ta Inspektorat Provinsi dan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah untuk
mengevaluasi seluruh Kepala UPTD
Samsat terutama Kepala Samsat
di Kabupaten Morowali, Banggai,
Tolitoli dan Kota Palu. ant




